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PUTUSAN 

Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Kdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat 

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, 

pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat 

kediaman di RT. 002, Desa XXXXX, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan 

Selatan, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan 

Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman 

di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai  

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 

Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan 

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Kdg, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 24 Juni 

2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 17 Juli 2001 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;   
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Kdg 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan 

Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan 

XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan 

kurang lebih 22 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan 

Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:     

2.1. XXXXX, Pendidikan terakhir SLTA dan bersama dengan Tergugat.  

2.2. XXXXX, Pendidikan SD dan berada dalam pengasuhan Penggugat;   

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan 

harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, disebabkan 

antara lain:      

3.1  Tergugat bersifat temperamental, yakni setiap terjadi perselisihan 

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membanting barang 

dihadapan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan 

apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat melakukan kesalahan, 

Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai 

mengakibatkan badannya memerah.  

3.2 Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, yakni untuk kehidupan 

sehari-harinya Penggugatlah yang mengusahakannya untuk mencukupi 

keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat dan 

Tergugat, meskipun Tergugat bekerja, namun penghasilan Tergugat 

hanya untuk Tergugat seorang.  

3.3 Tergugat tidak mampu lagi melayani Penggugat dalam berhubungan 

suami isteri mulai dari awal tahun 2022 hingga pertengahan tahun 

2023, disebabkan Tergugat menderita jantung, padahal Penggugat 

ingin sekali mengusahakan agar Tergugat berobat, baik medis maupun 

non medis, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;   

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023 disebabkan ketika 

Tergugat meminta Penggugat untuk membuatkan kue, kemudian Penggugat 

mengatakan jikalau Penggugat masih kelelahan karena baru saja pulang dari 

rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada 
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Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat, 

sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya 

Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana 

alamat tersebut di atas. sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah 

pisah rumah kurang lebih 2 bulan sampai dengan sekarang;   

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;   

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran 

yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh 

karena itu  Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;   

SUBSIDER 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 

telah datang menghadap ke muka sidang; 

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah 

ditunjuk Nur Izzah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai 

Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara; 

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 November 

2023 ternyata di antara para pihak terdapat kesepakatan damai untuk kembali 
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hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, 

Penggugat mengakui dan membenarkannya; 

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri 

maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan 

selanjutnya mohon penetapan. 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka 

proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak 

perlu lagi dilanjutkan. 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan 

dan telah memberikan keterangan;  

Mediasi 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang Undang Nomor  7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun 

tidak berhasil dan sesuai dengan  ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah 

Agung  Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Khairi Rosyadi, S.H.I, telah 

dilakukan mediasi dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Mediator 

tertanggal 13 November 2023 diantara para pihak terdapat kesepakatan damai 

antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina 

rumah tangganya;  

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan 

Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat 

menyatakan mencabut permohonannya .  
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut 

tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi 

pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, 

karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud 

Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan 

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus diperhitungkan.  

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a quo dibebankan 

kepada Penggugat; 

Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam 

perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA. Kdg tanggal 13 November 2023; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat 

pencabutan tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah); 

Penutup 

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama 

Kandangan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. 

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu Drs. 
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Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Tunggal, 

 

 

 

Ahmad Jumaidi, S.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Drs. Samsul Aripin 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 75.000,00 

-  Panggilan : Rp 305.000,00 

-  PNBP : Rp 30.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 460.000,00 

(empat ratus enam puluh ribu rupiah). 
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